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ABSTRACT

Sinee 1992, precautionary principle has been one of the most adopted
ceinciples in almost international law. Especially after the birth of the 199275 Rio
Deciaration article 15 that highlighted the importance of precautionary principle
@ peovend small and huoge scales of environmental destructions as well as
svrommentz] problems and causes that cannot be scientifically proven,

TEe problem with this precautionary principle lays on how adopted in the
sme—aess sswwoements! law, which affects the content and adoptions of
Ideneson avesmesents] lrw. The comparisan of the precaulionary principle’s
spuam =k 5= pwes Setwoen the Indonesian and Awustralian law. The research
il e = awel = suemstive junidical, which iz applied by analvzing relevant
mmes S pmmas secemcwy = well as tertiary law materials. Besides,
Snmlmamee s = sso s==f oncs most of general law researches ame
SN
i Seeeess S =muiooee of peoczutionary principle i not fully
St eoermereind b Thic maner can be seen through the
S U= and Sapyrene Coest in deniding the case of land
iy e Soer Coms ko &eodcd w0 give remedies to those
_ was e B bl oeSemes smder e sii-hich voliage power lines,
e B St Coor = Sopeome Coomt rected the remcedies that are
e b T sieeT b comversecs e Australian National Count approved
S speicuet's s of semneshes @ the case of Giant Frog, It can be seen that
Smmmts = tuiy afoctey S precEmnosary principle In its law.

isrsant pec=tonsy ponapie, intermational environmental law, implications
el cowr= = Asoadis and Indonesia.
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BAD 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan dapat dideskrnipsitkan mulai dari benda-benda fisik, wvang
menyangkut udara, laut, sumber daya alam, flora dan fauna dan cagar budaya
{termasuk penimpgalan arkeologi, sejarmh, budaya dan perkembangan ilmiah).
Tapi juga hisa dideskripsikan sebagai keadsan lingkunpannya dan persepsi
masyarakat.|  Sedangkan menurut  Dewan  Konvensi  Eropa  mengenai
Pertangpungjawaban Pemenntah tentang Akibat Kensakan dan Kegiatan yang
Berbahaya bagi Lingkungan (Cowncil of Europe Comvention an Civil Liability for
Damage Resulting from Activities Dangerows to the Envivonment) tahun 19937
mendefinisikan lingkungan sehagai” -

“tnefuding netural hoth abiotic and hiotie, such ax air, water, soil, fuung

aned fare the imteracton hetween the same factars: properiy which forms
part of the cultural heritage and characieristic aspects af landscape ™

Megara, organisasi inlernasional dan masyarakal umum mulai merasakan
pentingnya uniuk mulai bertindak dalam memeliharm dan melestarikan alam dan
lingkungan sebelum keadaan bertambah parah. Sebelumnya masalah tersebut
tidak pernab dianggap penting. karena terdapat 3 hal vang mempengaruhi alasan

tersehut. yaiu:

K. MeConquodale dan Martin Dixon, 2003, Caser and Mareriads on Tarernatonal Low, Fourth
Edition, Oxford University Pers, Mew York, hal 4541

" Pasal 20101 Dewan Konvensi Eropa mengenai Peranggungjewaban Pemerintah tentang Akibat
Kerusakan dari Kegittan vang Berbahaya bagi Lingkungan [Coarcdl of Eurape Comvension oa
Lol Liability for Doerage Rexalting feom Activivies Dargeroay o the Exvironnient), tafun
190



. Perkembangan industn dirasa tidok menghasilkan polust dan kerusukon
lingkungan dalam skala yvang besar,

2. Megara masih melakukan pendekatan secara tradisional dalam menjalin
hubungan intemasional,  yaitu  menjalin - hubungan  hanya dengan
memperhatikan bagaimana hubungan tersebut dapat terlaksana antar
kedaulatan yang berbeda, masing-masing negara mengatur  sendin
kegiatan ekonomi, ideclogl dan kebijakan pemernintahnya, serla engean
untuk mencampuri wrosan negara lain, terutama dalam penanganan sumber
daya dan kedaulatan negara serta kehidupan masyarakatnya.

3. Masyarakat uwmum masih belum menaruh perhatian lebih  terhadap
kemungkinan terjadinya bahaya alas lingkungan mereka berkaitan dengan
perkembangan militer dan industei.,”

Perlindungan  dan  pelestarian lingkungan  meliputi  pengendalian,
penpurangan dan penghapusan mengenal schab-sebab perusakan lingkungan,
pencegahan dan farangan lentang macam-macam tambahan kerusakan sehingga
dapat memelibara dan penggunanaan sumber dava yang scwajarmya sudah mulai
dibual, Deklarasi  Stockholm 1972 menjadi awal  lerbentuknyva  Hukum
Lingkungan Modern, karena pada saat itulah hukum lingkungan mulai mengalami
perubahan, berawal dari orientasi menpenal pendavagunaan lingkungan hingga
hertujuan unluk memelihara dan melestarikan lingkungan, Hal im berarti hukum

lngkungan dimasa lalu hanyalah hukum yang memberikan hak pada masyarakal

T Antonios Cassese, 2005, faternatiorsd Law, Second Edition, Oxford University Press, Mew York,

hal, 482,
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intermasional untuk mengeksploms sumber alam dan lingkungan tanpa adanya
kewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hingkungan, f

Hukum Lingkungan Intemasional sendin dapat digambarkan sebapai
aturan yang dapat mengikat semua Negara untuk melakukan pencegahan dan
memperkecil kerusakan lingbungan hidup dan ekosistem yang disebabkan oleh
aklivitas manusia. Perkembangan hukum lingkungan internasional dimulai,
sehingpa ketika Deklarasi Stockholm menjadi isu, semua Negam bekegasama
membangun dan mengembangkan hukem internasional. Sesuai dengan pasal 22
Dreklarasi Stockholm 1972 menyatakan:

“Statex shall cooperate 1o develop firther the mternational low regarding

fabidity and compensation for the victims of pollution and  other

environmental domape caused by activities within J'ha: Jurisdiction or
contral of such States fo areas beyond their furisdiction, ™

Dieklarasn Stockholm 1972 jupa mengatur mengenal “asas keberhati-
hatian™ {Precautionary Principle) vang menckankan penfingnya sikap hati-hati
sehingga dapat mencegah terjadinya pengrusakan lingkungan. Hal int ditegaskan
dengan penerapan pasal 2 Deklarasi Stockholm 1972 vang berisi tentang:

“The natural resowrces of the earth, Including the alr, water, land, flora
anied fanna and especially representaiive samples of ratural ecosystems, must be
sefegerded Jor the benefit of present and fuivee generations through careful
planning oF MOnagement, &y uppropriate

Dalam hukum lingkungan internasional, asas keberhati-hatian menjadi
salah =satu asas wvang popeler. Pada @wbun 1990, Sckretans Jendersl PBBR

mengatakan bahwa asas tersebut telah disahkan oleh semua forum internasional

* Suknndy Husin, frtereadisnd Eaviroemenied Laow o the fmygalicention for Sndoresie, digresenisiion pado
Frviranmental o Eeforcement Training, 14 June 2004, in Surabava bal, 1

: Trineiple 22 Swckholm Coclarotion 1972 abot Decluation of the United Mations Conlzrence on ihe
Humnn Eoviranment

" Ihid
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tcrbaru dan pada tahun 1992 asas tersebut telab dinust dalam Deklarasi Rio
mengenai Lingkungan dan Pembangunan (Rie Declaration on Ervironment urmed
Development), demi menjaga kelestarian lingkungan hidup, Hal ini dibuktikan
dengan ayat 15 Deklarasi Rio 1992 yvang menyatakan;

“In order o prolect the environmeni, the precautionary approdeh shall be

widely applied by Statex according ro their capahilities. Where there are

threats of serfous or irreversible domage, lack of full scientific certainty

shall not be wsed as a reasen for posiponing cost-effective measures fo

prevent environmenial degradation. ™

Dikarenakan prinsip ini mencermiokan prinsip yang berbeda dan hukum
lingkungan intemasional pada umumnya, sehingga lingkup serta penerspannya
masth belum jelas dan belum dapat dipunakan oleh pengadilan internasional dan
nasional. Hal tersebut dapat dilihat sebagai sustu penerapan prinsip tanggung
jawab Megara dalam  konteks kejahatan  lingkungan  potensial  yang  dapat
dilakukan, dan tidak hanva dalam kasus aktivitas lintas batas MNegara sajn
(rransboundary). Meskipun demikian, mungkin saja dapat dilihat schagai prinsip
umum yang berkaitan dengan penginterpretasian dan penerapan hukum kebiasaan
dalam  fanggung jawabh Negara dan pencegahan resiko vang mungkin saja dapat
terjadi.®

Asas keberhati-hatian dapat  ditemukan dalam  berbagai  kescpakatan
internasional. Asas terscbhut bisa dibag kedalam 2 versi vang dapat memudahkan

perurmusan dart asas keberhali-hatian, walaupun semua vers: tersebut dapal

memberikan arahan tentang bagaimana cara mengatasi ketika terdapat bukt yvang

Pasal [ Meklarsi Rio P92 eabong Loggkuagan dom Pembangonan (@ Declpradion on Bevieommen? sl
Dgvloygzaienr), tzhun 1992,
" Anthony Aust 2005, Hevdbook of Fereeeerionad Law. Camibridge Universiy Press Mew York, bal, 131



belum jelas bahwa aktivitas manusia dapat merusak lingkungan sekitar. Salah satu
versi dari asas tersebut adalah menpambil tindakan untuk melawan teradinya
praktek yang dapat merusak lingkungan. Jenis ini termasuk kedalam versi
pedoman tindakan (acrion gwiding). Versi ini paling sering ditermukan dalam
persetujuan pencemaran air laut, Sedangkan versi vang kedua adalah bahwa fakta
vang tidak pasti fentang kepiatan yang dilakukan belum tentu menjadi penvebab
kerusakan lingkunpgan, namun tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melakukan
tindakan yang menentang keglatan perusakan lingkungan, Verst i tidak secam
langsung melakukan tindakan, Namun hal tersebut dapat menjadi alasan untuk
mencegah dilakukannya tindakan yvang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.
Hal ini dinamakan pedoman perimbangan {defiberation guiding). Versi terakhir
ini lebih sering ditemui dalam berbaga pegan)jian hnghungan pada umumnya.
Asas keberhati-hatian menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian
hutan dalam jangka waktu yang panjang, khususnys ketika tidak adanya kepastian
ilmiah dalam situasi lingkungan yang umum, Ketidakpastian ilmiah ini tidak
dapat dibiarkan, berdasarkan prinsip ini, sebagai pertimbangan terjadinya tindakan
atau  tidak  adanya tindakan dalam  kemungkinan tegadinya  pengrusakan
lingkungan yang lebih serus” Pendekatan dari asas keberhati-hatian ini telab
dimuat dalam beberapa perjanjian, seperti Konvensi Vienna tentang Perlindungan
Lapisan Orzon 1983 dan dalam Protokol Montreal 1987 agar para pihak membatasi
penggunaan  CFCs bahkan sebelum hal tersebut dibuktikan dapat menyebabkan

Kerusakan pada lapisan ozon.

TR, Dickson, 1999, The Precowdionary Pringiple in OUPES: A Critigad dssessorent, 39 Nateral
Rezomces lournal 211, hal 218
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BAD IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

I

Melahn putusan yang telah dikelvarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung,
Pengadilan Tinpgi Bandung dan MA, maka asas keberhali-hatian ini
belum  diterapkan depgan batk dalam pumsannyva. Hanya Pengadilan
Megeri Bandung vang dalam amar putusannya memutuskan untuk
memberikan ganti rugi vang memadai terhadap masyamkal vang memiliki
Hak Milik tanah yang berada di bawah jalur SUTET. Sedangkan
Penpadilan Tinggi Bandung dan MA malah menolak tuntutan ganti rugi
vang diajukan oleh penggupat Maka dapal kita simpulkan bahwa
penerapan asas keberhati-hatian di Indonesia masih belum dilaksanakan
secara konsisten,

[} Indonesia, penerapan asas keberhati-hatian belum dengan tepas diatur
dalam Hukum Lingkungan Indonesia. Dikarenakan setiap orang berhak
atas hidup wvang schal dan baik schingga mengharuskan diterapkannya
asas keberhati-hatian ini. Asas ini dapat kita lihat pencrapannya melalui
dikeluarkannya Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), vaitu
pendayagunaan sumber daya alam demi meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan mutu hdup rakvat hares disertai dengan upayva umuk
melestarikan kemampuan Bingkungan hidup vang serasi dan seimbang

guna  menunjang pembangunan yang  berkesinambungan., dan

&l



dilaksanakan dengan  kebijaksanaan terpadu dan menveluruh  sera
memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Schinpgga
dalam pelaksanaannya Indonesia betul-betul hars memerhatikan dampak
yvang dapat ditimbulkan oleh kegiotan dan rencana usaba yang digjukan,
Tetapi Amdal tidak menerapkan secara jelas pentingnya pensrapan asas
keberhati-hatia dalam aktivitas dan rencana usaha,

Melalui putusan vang dikeluarkan olch Pengadilan Masional Australia
berkaitan dengan kasus (fiamt Frog antara Leatch dengan Navional Parks
and Wildlife Service and Shoalthaven City Cowncil. Dalam kasus ini
penggugat memenangkan pugatannya atas rencana pembangunan jalan
vang dapat mengakibatkan musnahnya satwa langka vang ada dalam
Taman Masional di Mearai Bomaderry, New South Wales.

Berbeda dengan Indenesia, dimana asas keberhati-hatian sudah diterapkan
dalam  pelaksananaan  pulusan pengadilannya.  Australia  mencgaskan
pentingnva  asas  keberhati-hatian  dalam  menjaga  dan memelihara
lingkungannyva. Penerapan asas keberhati-hatian disini adalah denpan
dipilihnya jalur altermatif dalam  pembangunan jalan. schingea tidak
membahavakan satwa langka tersebul, walaupun belum ada bukii secara
ilmiah balwa pembangunan jalan tersebut dapat memusnahkan satwa

langka yang ada disana.
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